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MK Dengar Keterangan Pemerintah dalam Uji Perbankan Syariah

Jakarta, 15 Maret 2022— Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang pada Rabu (16/3), pukul 11.00 WIB
beragendakan Mendengarkan Keterangan Presiden. Permohonan perkara nomor 65/PUU-XIX/2021 yang
dimohonkan oleh Rega Felix terkait norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Menurut Pemohon UU Perbankan Syariah secara umum hanya mengatur soal kelembagaan perbankan
syariah, tetapi prinsip-prinsip yang ada dalam transaksi perbankan syariah (secara khusus prinsip hak milik)
tidak diatur. Akibatnya Pasal 26 UU Perbankan Syariah “memaksa” MUl maupun BI/OJK untuk mengatur
materi muatan yang seharusnya diatur di dalam undangundang. Pemohon juga berpendapat UU Perbankan
Syariah tidak mengatur terkait konsep hak milik dalam transaksi perbankan syariah, sedangkan negara
melalui UU SBSN mengadopsi konsep trust terhadap tanah negara, dan negara juga mengeluarkan
kebijakan pencatatan tanpa sertipikat, tetapi semua tidak dapat diberlakukan untuk hak milik dalam transaksi
perbankan syariah, padahal hal itu seharusnya bisa dilakukan dengan melakukan perubahan UU Perbankan
Syariah.

Pemohon menjelaskan UU Perbankan Syariah memberikan delegasi menetapkan prinsip syariah kepada
MUI, maka dari itu harus dilihat dari sisi kelembagaannya, sebagai badan hukum apa MUI? Jika MUI
dikategorikan sebagai organisasi 8 kemasyarakatan, maka MUI tunduk kepada UU Organisasi
Kemasyarakatan. Berdasarkan Putusan MK No. 2/PUU-XVI1/2018 Pemerintah memiliki kewenangan untuk
melakukan pencabutan izin organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, perbankan syariah akan sangat
rentan terpengaruh terhadap situasi politik. Sehingga, Pemohon berpendapat seharusnya fungsi
“‘menetapkan” suatu kaidah/norma hukum ada pada lembaga negara yang mendapatkan kewenangan
atribusi/delegasi dari undang - undang, sehingga Pemerintah tidak dapat intervensi ataupun dengan mudah
mencabutnya.

Menanggapi permohonan pemohon pada Selasa (8/3) lalu, Anggota DPR Komisi Ill Arsul Sani yang dalam
keterangannya menyatakan UU Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya, yakni Dewan Syariah Nasional (DSN)
MUI untuk menerbitkan fatwa terkait suatu hukum atau suatu akad yang menjadi dasar adanya produk dan
jasa perbankan syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan dalam peraturan Bank Indonesia (Bl) yang saat ini telah
dialihkan dan dilaksanakan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (TIR)
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